WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2“2 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Investasi Pemerintah, juncto
butir E.3 b.23 BAB Il Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim Penasihat
Investasi Pemerintah Daerah;

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan
mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai
upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah
melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga
yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim
Penasihat Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ahmad Rifani, S.E., M.M sebagai ketua
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H sebagai anggota
3. Dr. Suprapto, S.H., M. H sebagai anggota

Tim Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud diktum

KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun analisis, telaahan, penelitian atau penilaian
kelayakan terhadap rencana investasi yang akan
dilaksanakan;

b. menyusun analisis, telaahan, penelitian atau penilaian
kelayakan terhadap rencana divestasi atas penyertaan
modal yang telah dilakukan;

c. membantu Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai
pelaksanaan rencana investasi maupun divestasi yang
akan dilakukan;

d. melakukan analisis, penelitian, telaahan berupa
penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis
risiko atas rencana investasi ataupun divestasi yang
dirumuskan ke dalam dokumen laporan hasil analisis;
dan

e. melengkapi penyusunan dokumen laporan hasil analisis
dengan saran dan rekomendasi serta pertimbangan
untuk Pemerintah Kota Banjarmasin.

Tim Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya
diberikan  honorarium  berdasarkan  kegiatan dan
dibayarkan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
perbulan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 23 liei ZCZZ
WALI KOTA BANJARMASIN,

‘«4’—‘

IBNU SINA



